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ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 telah memberikan karpet
merah terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden yang masih belum berusia empat puluh
(40) tahun tetapi diperbolehkan berpartisipasi untuk pemilu tahun 2024 walaupun secara usia
tidak mencukupi, namun boleh mencalonkan asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai
kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Putusan terkait dengan uji materil tersebut
menimbulkan kegaduhan dimasyarakat, karna dari sebagian hakim yang memutuskan tidak
semuanya mengabulkan permohonan pemohon adanya sebuah concurring opinion dan
dissenting opinion telah meberikan gambaran bagaimana putusan tersebut tidak sesuai dengan
prosedur keadilan dan kepastian hukum. Metode penelitian ini menggunakan penelitian
normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan
kontekstual, dan pendekatan kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh
mana substansi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan dalam melakukan
pengujian norma pasal yang bersifat open legal policy dengan memperbandingkan terhadap
putusan sebelumnya dengan perkara yang sama pada pasal 169 huruf g Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hasil dari analisis penelitian ini, sejatinya
kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya diperbolehkan sebagai negative legislator yang
hanya bisa membatalkan norma dalam suatu undang-undang apabila isi, materi, rumusan pasal
atau bagian yang ada dalam suatu undang-undang bertentangan dengan norma dalam
konstitusi, secara normatif Mahkamah Konstitusi tidak boleh memberikan putusan positive
legislator yang kewenanganya dimiliki oleh DPR bersama Pemerintah, dalam perkara a qou
Mahkamah Konstitusi telah berperan sebagai positive legislator yang dalam amar putusanya
memberikan alternatif terhadap batas usia Capres dan Cawapres, sehingga secara konsep trias
politika keseimbangan serta sejajarnya diantara lembaga negara untuk menjaga supremasi
konstitusi sudah runtuh.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, legitimasi, pemilihan umum.



ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XX1/2023 has provided a red carpet
for Presidential and Vice Presidential Candidates who are not yet forty (40) years old but are
allowed to participate in the 2024 elections even though they are not of sufficient age, but may
nominate as long as they have been or are currently serving as regional heads elected through
general elections. The decision related to the judicial review caused uproar in the community,
because some of the judges who decided did not all grant the applicant's request, the existence
of a concurring opinion and dissenting opinion has illustrated how the decision is not in
accordance with the procedures of justice and legal certainty. This research method uses
normative research using a statutory approach, contextual approach, and case approach. The
purpose of this research is to find out the extent to which the substance of the Constitutional
Court's decision on the authority to review the norms of articles that are open legal policy by
comparing to previous decisions with the same case in Article 169 letter g of Law Number 7
Year 2017 concerning General Elections. The results of the analysis of this study, in fact the
authority of the Constitutional Court is only allowed as a negative legislator who can only
cancel norms in a law if the content, material, formulation of articles or parts in a law is
contrary to the norms in the constitution, normatively the Constitutional Court may not give a
positive legislator decision whose authority is owned by the DPR together with the
Government, in the case a qou the Constitutional Court has acted as a positive legislator who
in his ruling provides an alternative to the age limit of the presidential and vice presidential
candidates, so that in the concept of trias politika the balance and parity between state
institutions to maintain the supremacy of the constitution has collapsed.

Keywords: Constitutional Court decisions, legitimacy, general elections
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